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Tingkat pemahaman masyarakat terhadap eksistensi Perkembangan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang relatif rendah diduga berpengaruh pada pola 
hubungan ekonomi masyarakat dengan perbankan syariah yang tidak optimal, baik 
dalam berinteraksi, bertransaksi maupun penempatan dana-dana masyarakat  di bank 
syariah. Oleh karena itu, perlu diketahui aspek-aspek dan strategi pengembangan BPRS 
dalam rangka meningkatkan produktifitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aspek-aspek yang diterapkan BPRS dalam pengembangan bank syariah di Jawa Barat; 
dan strategi yang diterapkan BPRS dalam pengembangan bank syariah di Jawa Barat. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, yaitu memaparkan objek penelitian 
secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. 
Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah pengamatan, 
wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; 
1) Aspek-aspek yang diterapkan BPRS dalam pengembangan bank syariah di Jawa 
Barat adalah; Aspek Sumber Daya Insani (SDI), Aspek Pelayanan, Aspek Inovasi 
Produk, Aspek Networking, Aspek Regulasi, Aspek Edukasi Publik, Aspek Sharia 
Compliance, Aspek Sinergitas, Aspek Pro-Sektor Riel, Aspek Segmentasi Pasar, Aspek 
Interaksi-Harmonisasi Sosial Budaya Ekonomi, dan Aspek Komodifikasi-Media, dan 2) 
strategi pengembangan BPRS di Jawa Barat melalui pengembangan pola strategi jangka 
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PENDAHULUAN 
Era baru perbankan syariah dimulai 
pada tahun 1992. Pada tahun ini bank 
syariah resmi beroperasi di Indonesia. 
Kehadiran bank syariah Indonesia meru-
pakan kehendak masyarakat yang meng-
inginkan adanya lembaga keuangan yang 
bisa dijadikan wadah dalam bermuama-
lah dan bertransaksi yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
Kesesuaian antara praktek muamalah 
dengan prinsip-prinsip syariah seakan 
mengakomodir kehendak masyarakat In-
donesia yang hampir 85% beragama Is-
lam. Namun, meskipun mayoritas, keber-
adaan perbankan syariah tidak hanya 
bagi orang Islam saja. Gagasan pendirian 
perbankan syariah merupakan respon 
terhadap sistem keuangan global yang 
dipandang mencederai nilai-nilai keadil-
an dan keseimbangan ekonomi.  
Di balik pendirian bank syariah di 
Indonesia, menyiratkan banyak catatan 
sejarah yang tidak terekpos kepermuka-
an. Antara lain; bahwa cikal bakal berdi-
rinya bank syariah di Indonesia ternyata 
dimulai dari Jawa Barat. Hal ini ditandai 
dengan berdirinya BMT Teknosa Salman 
sebagai lembaga keuangan mikro syariah. 
Keberadaan BMT ini dipandang sebagai 
embrio lahirnya perbankan syariah di 
Indonesia. Kemudian fakta  lain, ketika  
Bank Muamalat Indonesia didirikan ta-
hun 1991 beroperasi tahun 1992, ternyata 
kepemilikan sebagian sahamnya berasal 
dari masyarakat Jawa Barat yaitu dari 
dana PEMDA Provinsi Jawa Barat.  
Lebih lanjut, dari aspek tradisi eko-
nomi, masyarakat Jawa Barat juga memi-
liki tradisi ekonomi yang selaras dengan 
yang dipraktekkan bank syariah. Di Jawa 
Barat dikenal istilah paro atau nengahkeun. 
Istilah ini meruju pada kerjasama ekono-
mi yang mengapresiasi sistem bagi hasil 
(profit sharing). Sistem bagi hasil ini ter-
nyata menjadi salah satu sistem yang 
dipraktekkan di perbankan syariah. Nilai-
nilai ekonomi yang telah lama mengakar 
dan mentradisi pada masyarakat Jawa 
Barat merupakan bagian dari kearifan 
lokal (local wisdom) yang memiliki perte-
muan dengan keagungan nilai-nilai Islam 
dalam bidang ekonomi.  
Fakta empirik di atas memberikan 
gambaran bahwa perbankan syariah di 
Indonesia sebenarnya memiliki hubungan 
emosional yang kuat dengan masyarakat 
Jawa Barat. Dengan demikian, ada modal 
sosial (social capital) untuk menghadirkan 
perbankan syariah di Jawa barat sebagai 
kiblat perbankan syariah nasional.  
Secara institusi, perkembangan bank 
syariah di Jawa Barat relatif signifikan. 
Saat ini, terdapat 9 Bank Umum Syariah 
(BUS), yaitu; 1) Bank Muamalat Indone-
sia, 2) Bank Syariah Mandiri, 3) Bank BJB 
Syariah, 4) Bank Mega Syariah, 5) Bank 
BNI Syariah, 6) Bank BRI Syariah, 7) Bank 
Syariah Bukopin, 8) Bank Panin Syariah, 
9) Bank Victoria Syariah. Unit Usaha Sya-
riah (UUS) ada 8 buah, yaitu; 1) Bank 
HSBC Amanah, 2) Bank Permata Syariah, 
3) Bank BTPN Syariah, 4) Bank BTN 
Syariah, 5) Bank CIMB Niaga Syariah, 6) 
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Bank BII Syariah, 7) Bank Danamon 
Syariah, 8) Bank NISP Syariah. Sedangkan 
untuk Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) 
terdapat 29 buah.   
Aset perbankan syariah di Jawa Barat 
Menurut Lucky FA Hadibrata, Pemimpin 
BI Bandung, baru mencapai Rp. 19, 35 
triliun, DPK Rp. 19 Triliun, Pembiayaan 
27, 17 Triliun, dan kredit mikro 20,39%. 
Sedangkan market share bank syariah di 
Jawa Barat hanya mencapai di angka 5%.1  
Data di atas menujukkan bahwa per-
kembangan institusi perbankan syariah 
relatif signifikan, namun jika dilihat dari 
pangsa pasar syariah masih relatif belum 
optimal dibanding potensi pasar syariah 
di Jawa Barat yang begitu besar. Potensi 
pasar syariah terbesar ada dalam karak-
teristik pasar yang floating market dan 
konvensional market dengan pangsa pasar 
95%.  
Perkembangan institusi perbankan 
syariah di Jawa Barat dipandang belum 
sepadan dengan tingkat pemahaman ma-
syarakatnya. Sistem operasional dan pro-
duk-produk perbankan syariah masing 
belum akrab di banding produk-produk 
bank konvensional yang setiap hari mun-
cul di layar kaca.  
Tingkat pemahaman masyarakat ter-
hadap eksistensi perbankan yang relatif 
rendah2 diduga berpengaruh pada pola 
                                                          
1  Lucky FA Hadibrata, Dokumentasi Asosiasi 
Bank Syariah Jawa Barat, disampaikan pada rapat 
Asbisindo Jabar dengan Pimpinan BI Bandung, tgl. 
15 Oktober 2012.  
2 Potensi dan Preferensi Masyarakat Jawa Barat 
terhadap Bank Syariah,  Bank Indonesia, tp., thn. 
2005.   
hubungan ekonomi masyarakat dengan 
perbankan syariah yang tidak optimal, 
baik dalam berinteraksi, bertransaksi 
maupun penempatan dana-dana masya-
rakat  di bank syariah.  
Dalam konteks ini, strategi pengem-
bangan perbankan syariah di Jawa Barat 
menjadi hal yang signifikan. Arah pem-
bentukan strategi yang tepat akan banyak 
menentukan bagaimana seharusnya pola 
pengembangan perbankan syariah di 
Jawa Barat.  
Saat ini, strategi pengembangan per-
bankan syariah secara nasional meruju 
pada cetak biru (blue print) bank syariah 
yang diformulasikan oleh Bank Indonesia. 
Persoalan yang muncul seputar strategi 
pengembangan perbankan syariah di Ja-
wa Barat, adalah strategi apa yang digu-
nakan bank syariah dalam mengembang-
kan bank syariah di Jawa Barat, apakah 
strategi yang diformulasikan oleh Bank 
Indonesia sesuai dengan kultur ditempat 
perbankan syariah itu dikembangkan, se-
jauhmana efektivitas strategi pengem-
bangan perbankan syariah di Indonesia 
dan bagaimana seharusnya strategi yang 
digunakan untuk mengembangkan bank 
syariah di Jawa Barat. 
 
Aspek-Aspek Pengembangan BPRS  
di Jawa Barat 
 
Sumber Daya Insani (SDI) 
Sumber daya manusia atau sering 
juga disebut sumber daya insani (SDI) 
merupakan hal yang sangat penting da-
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lam pencapaian tujuan perusahaan. Ke-
langsungan hidup perusahaan tergantung 
pada sejauh mana perusahaan mampu 
memanfaatkan peluang dan mengatasi 
ancaman dari lingkungan ekstern dengan 
segala potensi dari sumber daya yang 
dimiliki. Tersedianya sumber daya yang 
berkualitas merupakan kekayaan (asset) 
yang tidak ternilai bagi perusahaan. Oleh 
karena itu perusahaan berusaha memper-
oleh dan menempatkan tenaga kerja yang 
sesuai dengan bidang keahliannya ma-
sing-masing agar kualitas kerja tenaga 
kerja bisa diperoleh. Untuk mewujudkan 
kualitas kerja perusahaan perlu melaku-
kan perekrutan yang sesuai dengan 
potensi sumber daya manusia. 
Kualitas kerja karyawan di dalam 
perusahaan banyak sekali dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 
sistem rekrutmen yang benar serta 
imbalan yang berbentuk kompensasi, ka-
rena pada dasarnya kualitas kerja karya-
wan akan cenderung menjadi lebih baik 
apabila dibarengi dengan peningkatan 
imbalan. Sebab tujuan dari setiap tenaga 
kerja bekerja adalah untuk memperoleh 
penghasilan atau pendapatan yang dibe-
rikan perusahaan dalam bentuk imbalan. 
Keberhasilan suatu perusahaan juga 
dapat dilihat dari kualitas kerja yang baik 
dari para pegawai. Kinerja pegawai di 
anggap dapat membantu meningkatkan 
kualitas perusahaan tersebut. Kualitas 
tersebut dapat dilihat dari tingginya rasa 
kepercayaan atau loyalitas masyarakat 
terhadap perusahaan tersebut. Dalam 
perbankan kualitas dilihat dari pelayanan 
jasa yang dapat meningkatkan keperca-
yaan nasabah atau masyarakat yang 
menggunakan jasa bank tersebut. 
Menurut Flippo3, kualitas kerja adalah 
suatu hasil yang dapat diukur dengan 
efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan 
yang dilakukan oleh sumber daya manu-
sia dalam mencapai tujuan atau sasaran 
perusahaan dengan baik dan semaksimal 
mungkin. Kualitas sumber daya manusia 
mengacu pada pengetahuan (knowledge), 
keterampilan (skill) dan kemampuan 
(ability). Kinerja seseorang merupakan 
kombinasi dari kemampuan usaha dan 
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil 
kerjanya. Nilai penting dari penilaian 
kinerja adalah menyangkut kualitas kerja 
individu karyawan yang diekspresikan 
dalam penyelesaian tugas-tugas menjadi 




Pelayanan merupakan upaya yang 
harus dilakukan untuk memenuhi ke-
puasan nasabahnya. Dalam pelayanan 
yang diberikan kepada nasabah akan 
menjadi tolak ukur sejauhmana pihak 
bank mampu memberikan yang terbaik 
kepada setiap nasabahnya. Pelayanan 
adalah upaya yang dilakukan secara 
langsung ataupun tidak langsung dalam 
menganalisis yang bersifat menyeluruh. 
Dalam pelayanan yang berlaku pada 
                                                          
3 Edwin P  Flippo, Manajemen Personalia dan 
Sumber Daya Manusia. Edisi keenam, (Jakarta : 
Erlangga, 2001:28. 
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kegiatan perbankan analisisnya dapat 
meliputi aspek sebagai berikut : penentu 
kegiatan perbankan dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, masalah tran-
saksi dan pengawasan operasional bank 
dari sudut syariahnya, bentuk-bentuk 
kebijakan yang dibuat dalam menghadapi 
masalah yang timbul.  
Pelayanan adalah cara langsung atau 
tidak langsung yang dilakukan untuk 
menganalisis kegiatan yang berlaku 
dengan cara melihat bagian-bagian kecil 
dari keseluruhan kegiatan dalam per-
bankan. Atau membahas perilaku nasa-
bah yang menggunakan jasa-jasa per-
bankan dalam mendapatkan kepuasan. 
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan 
nasabah analisinya meliputi aspek-aspek 
sebagai berikut; kesamaan ikatan emo-
sional yang kuat antara pemegang saham, 
pengelolah bank dan nasabahnya, mene-
rapkan sistem bagi hasil sebagai peng-
ganti bunga.  
Bank syariah adalah lembaga keuang-
an yang usaha pokoknya memberikan 
pembiayaan dan jasa-jasa dalam aktifitas 
pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga 
mampu memberikan pelayanan yang 
diinginkan oleh setiap nasabahnya yang 
menggunakan jasa perbankan syariah. 
Dengan adanya undang-undang No.21 
Tahun 2008, yaitu tentang perbankan 
syariah telah memberikan kesempatan 
yang besar untuk mengembangkan ja-
ringan perbankan syariah. Juga undang-
undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, telah memberikan pelayanan 
penting untuk mempersiapkan fasilitas-
fasilitas yang menunjang serta mendu-
kung operasional bank syariah.  
 
Aspek Inovasi Produk 
Hal lain yang krusial untuk diper-
hatikan dalam upaya akselerasi partum-
buhan perbankan syariah pasca penge-
sahan UU Perbankan Syariah adalah men-
dorong agar pelayanan perbankan syariah 
berbasis teknologi maju tidak jauh 
tertinggal dari perbankan konvensional, 
sepanjang menjalankan usahanya melalui 
distribusi produk dan layanan yang 
sesuai dengan norma-norma syariah. 
Upaya ini dapat mengakselerasi rekrut-
men pengguna jasa perbankan syariah, 
bukan hanya di tataran domestik namun 
juga mancanegara. 
Meski demikian, inovasi produk dan 
layanan bank-bank syariah harus tetap 
memperhatikan definisi dan identitas ke-
syariah-an hasil inovasinya. Beberapa 
masalah fundamental dalam praktik per-
bankan syariah di berbagai belahan du-
nia, di mana produk-produk keuangan 
bank syariah disinkronisasikan dengan 
hukum Islam secara formal bukan secara 
substansial, distrukturisasi berdasarkan 
model-model kapitalis, dan dioperasikan 
seperti halnya praktik di bank konven-
sional. Situasi ini sulit dihindari oleh 
bank-bank syariah karena mereka terin-
tegrasi ke dalam sistem keuangan kapi-
talis, dan cenderung berkompromi karena 
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pertimbangan praktis ketimbang berda-
sarkan tujuan hukum Islam. Padahal, 
seperti yang terlihat pada Tabel 3.1, 
filosofi yang melatari  kedua jenis per-
bankan sangat berbeda, sehingga pijakan 
untuk pengembangan produk dan 
layanannya juga berbeda.  
 
Perbedaan Antara Perbankan Syariah dan Konvensional 
Elemen Bank Syariah Bank Konvensonal 
Dasar Operasi   Berbasis hukum Islam 
  Uang semata sebagai alat tukar 
  Tidak menggunakan bunga 
  Menggunakan sistem bagi-hasil 
  Berbasis transaksi riil 
  Bebas dari unsur-unsur haram 
(spekulasi, penipuan, suap dan riba) 
   Berbasis materialisme 
   Uang digunakan sebagai  
komoditas 
   Berdasarkan bunga 
   Berdasarkan hukum positif 
   Tidak ada batasan haram 
Peran&Fungsi    Intermediary 
   Agen investasi 
  Hubungan Kemitraan 
    Intermediary 
    Lending-borrowing dengan 
    bunga 
        Hubungan debitur – kreditur Risiko  
Bisnis 
   Berbagi risiko antara bank dan 
mitra/nasabah berdasarkan 
keadilan, kejujuran, & keterbukaan 
        Terhindar dari negative spread 
    Risiko bank tidak 
berhubungan langsung 
dengan nasabah dan sebaliknya 
        Dapat terjadi negative spread Sumber: Sukarmadji, 20094 
Jadi, inovasi produk dan layanan 
perbankan syariah harus dapat dilakukan 
secara dinamis namun tetap berada dalam 
koridor syariah sejati. Hal ini dapat dila-
kukan secara konsisten, bila dalam proses 
inovasi, riset-riset yang dilakukan meli-
batkan lembaga-lembaga yang relatif 
steril dari kepentingan industri.  
Independensi dari pengaruh industri 
dengan segala dinamikanya mutlak di-
perlukan untuk menghindarkan reko-
mendasi inovasi produk dan layanan 
(berbasis hasil riset) yang memasuki wi-
                                                          
4 Sukarmadji. Beberapa Konsep Pemikiran 
Pengembangan Peran Perbankan Syari’ah. Seminar 
Nasional Ekonomi Syari’ah. Maret 2009. 
layah yang meragukan (grey area). In-
dependensi semacam ini dapat ditemu-
kan pada lembaga pendidikan tinggi yang 
memang bercirikan ilmiah-objektif. De-
ngan demikian, pelibatan lembaga pergu-
ruan tinggi dalam riset-riset pengembang-
an produk perbankan syariah niscaya da-
pat membantu dewan-dewan pengawas 
syariah dan manajemen di bank-bank 
syariah nasional dalam mempertajam 
daya saing bank yang bersangkutan 
melalui inovasi produk dan layanan 
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Aspek Networking 
Beberapa aspek networking yang di-
lakukan BPRS di Jawa Barat, sebagai ber-
ikut: (a) Bank syariah dalam melakukan 
networking dengan cara mengadakan 
silaturrahim dengan stkaholders bank 
syariah; (b) Kriteria untuk membangun 
networking perbankan syariah, dilakukan 
dengan berbagai aspek baik intern mau-
pun ekstern; (c) Networking yang sudah 
terbangun di antaranya dengan 
ASBISINDO, BMPD, PEMERINTAH 
DAERAH, MES, IAEI; dan (d) Untuk 
menjaga hubungan baik dengan jaringan, 
selalu merangkul dan mengadakan kum-




Keberadaan industri syariah di Indo-
nesia mengalami perkembangan yang 
signifikan. Perkembangan ini bisa dibuk-
tikan dengan angka pertumbuhan pada 
sektor perbankan syariah yang mencapai 
angka 40 persen. Sementara itu, penye-
baran kantor cabang bank syariah di 
seluruh Indonesia sudah mencapai 3.000 
kantor cabang operasional. Perkembang-
an ini juga ditunjukkan dengan berkem-
bangnya 1.500 koperasi syariah dan in-
dustri asuransi berbasis syariah sebanyak 
40 jenis asuransi. 
Pesatnya perkembangan industri sya-
riah di Indonesia tidak lepas dari regulasi-
regulasi terkait yang telah dikeluarkan 
oleh pemerintah. Semua regulasi yang 
telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah 
cukup memadai untuk membangun in-
dustri syariah. Dua regulator yakni Bank 
Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar 
Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-
LK) pun sudah banyak mengeluarkan 
peraturan terkait dengan industri syariah 
serta Islamic Capital Market di Indonesia. 
Khusus untuk BI, di samping telah 
mengeluarkan UU Perbankan Syariah, BI 
juga mengeluarkan serangkaian ketentu-
an atau surat edaran BI. Bahkan, fatwa 
mengenai industri syariah sendiri sudah 
lebih dari 75 fatwa. Selain itu, terdapat 14 
fatwa khusus yang mengatur Capital 
Market.  
 
Aspek Edukasi Publik 
Bank sebagai lembaga intermediasi 
dan pelaksana sistem pembayaran memi-
liki peranan penting dalam perekonomian 
Indonesia mengingat pangsa perbankan 
yang masih sangat mendominasi sistem 
keuangan di Indonesia. Agar pelaksanaan 
fungsi intermediasi dan sistem pemba-
yaran tersebut dapat berjalan dengan 
efektif, kegiatan usaha yang dilakukan 
bank serta produk dan jasa yang dita-
warkannya perlu diketahui dengan baik 
oleh masyarakat yang akan memanfaat-
kannya sehingga interaksi antara bank 
dengan masyarakat dapat berjalan de-
ngan semestinya dimana hak dan kewa-
jiban masing-masing pihak dapat 
terpenuhi. 
Pada kenyataannya, dalam penye-
lenggaraan operasional perbankan masih 
terdapat banyak permasalahan yang ter-
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jadi antara perbankan dan masyarakat. 
Salah satu penyebab terjadinya permasa-
lahan tersebut adalah belum memadainya 
tingkat pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat di bidang keuangan khusus-
nya perbankan.  
Kurang memadainya pemahaman 
masyarakat tentang fungsi dan peran 
bank serta produk dan jasa perbankan da-
pat menghambat pemanfaatan bank da-
lam rangka meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat yang lebih baik di masa de-
pan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari 
hasil baseline survei tingkat literasi dan 
pemahaman masyarakat terhadap produk 
keuangan dan perbankan tahun 2006 
yang memberikan kesimpulan bahwa 
edukasi kepada masyarakat di bidang ke-
uangan dan perbankan sangat diper-
lukan.  
Kondisi tersebut di atas antara lain 
disebabkan bahwa sampai saat ini in-
dustri perbankan Indonesia belum memi-
liki program edukasi yang memadai, 
komprehensif, terintegrasi dan terencana 
dengan baik untuk meningkatkan pema-
haman masyarakat di bidang keuangan 
khususnya perbankan. Di sisi lain kondisi 
geografis Indonesia, kesenjangan tingkat 
pengetahuan masyarakat, keragaman bu-
daya dan aspek demografis di Indonesia 
menyebabkan edukasi nasabah menjadi 
suatu tantangan yang perlu ditindak-
lanjuti. 
Dalam Arsitektur Perbankan Indone-
sia (API) yang diluncurkan pada tanggal 9 
Januari 2004, upaya untuk mengarahkan 
pemenuhan hak dan kewajiban bank dan 
nasabah dimuat dalam Pilar 6 API dengan 
program utama Peningkatan Perlindung-
an dan Pemberdayaan Nasabah. Program 
utama tersebut dituangkan dalam 4 
(empat) program prioritas yaitu (1) 
penyusunan mekanisme pengaduan nasa-
bah di bank (2) pembentukan lembaga 
mediasi independen, (3) penyusunan 
standar transparansi informasi produk 
perbankan dan (4) edukasi nasabah.  
Program penyusunan mekanisme 
pengaduan nasabah di bank dan program 
pembentukan lembaga mediasi indepen-
den ditujukan untuk mengatasi permasa-
lahan antara nasabah dengan bank yang 
saat ini sudah terjadi, sedangkan program 
penyusunan standar transparansi infor-
masi produk perbankan ditujukan sebagai 
sarana awal untuk mencegah timbulnya 
permasalahan antara nasabah dengan 
bank. Khusus untuk program edukasi 
nasabah, pelaksanaannya dirasakan perlu 
diperluas hingga mencakup mereka yang 
belum dan akan menjadi nasabah bank 
agar pada saat pertama kali berhubungan 
dengan bank para calon nasabah tersebut 
sudah memiliki informasi yang cukup 
mengenai kegiatan usaha serta produk 
dan jasa bank. 
 
Aspek Sharia Compliance 
Bank syariah sebagai lembaga ke-
uangan yang mengelola dengan sistem 
syariah harus menjaga kredibilitasnya. 
Kredibilitas dapat didefinisikan sebagai 
nilai kerja suatu perusahaan atau sese-
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orang yang mampu menunjukkan suatu 
kinerja yang sangat baik bagi perusahaan 
sehingga mendatangkan kebaikan bagi 
perusahaan tersebut. Kredibilitas bank 
syariah berarti nilai kerja bank syariah 
yang sesuai dengan syariah Islam dan 
sesuai pula dengan fatwa-fatwa atau 
pasal-pasal yang ditetapkan pemerintah 
Indonesia terhadap bank syariah. 
Kepercayaan publik adalah suatu pre-
dikat yang diinginkan setiap pelaku bis-
nis. Untuk memperoleh predikat itu 
dibutuhkan perencanaan yang baik yang 
dilakukan secara sengaja dan terus mene-
rus guna membangun dan mempertahan-
kan pengertian atau pemahaman antara 
suatu bisnis/organisasi dengan masyara-
katnya. Kepercayaan pubik merupakan 
faktor yang sangat penting dalam penca-
paian tujuan organisasi dan kelangsungan 
hidup suatu bisnis/ organisasi tersebut.  
Menurut Herawati, faktor-faktor yang 
menjadi prioritas nasabah dalam mem-
pertimbangkan suatu bank syariah adalah 
terkait dengan kredibilitas bank, kese-
suaian syariah, profesionalitas kerja, sta-




Bank-bank syariah yang ada di Indo-
nesia khususnya di Jawa Barat kini tak 
lagi saling bersaing, namun mereka bersi-
nergi saling membantu satu sama lain. 
Dengan adanya Asosiasi Perbankan Sya-
riah yang beranggotakan perbankan 
syariah kini bisa saling berbagi. 
Agar dapat berkembang dengan baik, 
bank syariah memerlukan sinergi dengan 
perusahaan induknya. Sinergi ini dapat 
dilakukan melalui infrastruktur dan dana 
pihak ketiga. 
Menghabiskan modal ini berarti me-
ngembangkan bisnis bank. Untuk dapat 
berkembang, bank syariah yang pangsa 
pasarnya masih kecil memerlukan bantu-
an perusahaan induknya. Jika tidak ada 
host to host antara induk konvensional dan 
perusahaan syariah, sulit bagi bank sya-
riah untuk meningkatkan pangsa pasar. 
 
Aspek Pro-Sektor Riel 
Peran bank syariah terhadap sektor 
riil belum optimal, hal ini berdasarkan 
laporan BI per Oktober 2012 yang menye-
butkan penyaluran dana perbankan sya-
riah masih didominasi piutang murabahah 
Rp 80,95 triliun atau 59,71% dari total 
pembiayaan. Sementara pembiayaan mu-
syarakah Rp 25,21 triliun (18,59%), pem-
biayaan mudharabah Rp 11,44 triliun 
(8,44%), dan piutang qardh Rp11,19 
triliun (8,25%). 
Data itu sekaligus menunjukkan bah-
wa proporsi paling besar pembiayaan 
bank syariah ada pada piutang murabahah, 
sementara piutang musyarakah ataupun 
mudharabah yang merupakan produk 
utama, identik dengan pemberdayaan 
sektor riil, masih di bawah pembiayaan 
murabahah. Itu artinya bank syariah belum 
optimal dalam pemberdayaan sektor riil 
karena pembiayaan murabahah berkaitan 
secara tidak langsung dengan sektor riil. 
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Berbagai alasan belum optimalnya 
skema pembiayaan musyarakah dan 
murabahah antara lain karena masih ada 
asymetric information dan belum siap 
sepenuhnya pihak pelaku usaha untuk 
share ataupun melakukan transparansi 
kepada bank, sehingga mendasarkan pa-
da prinsip kehati-hatian, bank syariah 
belum sepenuhnya fokus pada dua jenis 
pembiayaan itu.  
Bagaimana agar pada masa menda-
tang pembiayaan bank syariah benar-
benar optimal untuk pemberdayaan sek-
tor riil? Apalagi digunakan untuk pem-
berdayaan industri kreatif yang padat 
karya dan berprospek bagus. Terlebih 
sumbangan industri kreatif terhadap PDB 
tercatat tinggi, dapat menurunkan tingkat 
pengangguran dan kemiskinan. Faktanya, 
sebagian besar industri itu masih meng-
hadapi keterbatasan akses modal dan 
kompetensi manajerial. Apabila potensi 
ini dioptimalkan melalui pembiayaan 
mudarabah dan musyarakah maka akan 
memberi manfaat kepada kedua belah 
pihak, atau pertumbuhan ekonomi pada 
umumnya. 
Industri kreatif mempunyai prospek 
bagus, dan pasar sangat menarik meng-
ingat komposisi jumlah penduduk usia 
muda di Indonesia mencapai 43% atau se-
kitar 103 juta orang, yang dapat mendo-
rong perkembangan industri kreatif. Peri-
ode 2009-2014, industri kreatif Indonesia 
ditarget memberi kontribusi 7-8 % 
terhadap PDB.  
Industri ini memanfaatkan kreativi-
tas, keterampilan, bakat, dan daya cipta 
individu untuk menciptakan produk dan 
jasa sehingga dapat memperluas lapang-
an pekerjaan dan meningkatkan kesejah-
teraan, semisal kerajinan, desain, fashion, 
film, video, fotografi, layanan komputer 
dan peranti lunak, musik, seni, penerbitan 
dan percetakan, periklanan,  permainan 
interaktif, dan seni pertunjukan.  
 
Aspek Segmentasi Pasar 
Terdapat 3 segmen pasar perbankan 
syariah di wilayah Jawa Barat yaitu 
segmen syariah loyalist, segmen floating 
mass dan segmen conven-tional loyalist. 
Walaupun demikian, masyarakat beraga-
ma Islam masih merupakan target pasar 
utama bagi bank syariah dikarenakan 
jumlah segmen floating mass secara 
dominan diperoleh dari responden ber-
agama Islam dan didominasi oleh jenis 
pekerjaan pegawai swasta dan 
wiraswasta. 
Berdasarkan analisis klaster dan 
analisis faktor, dihasilkan bahwa se-mua 
segmen tidak memiliki perbe-daan yang 
signifikan terhadap fak-tor-faktor yang 
mempengaruhi dalam memilih suatu 
bank. Yang membedakan hanyalah urut-
an prio-ritasnya. Faktor-faktor yang mem-
pengaruhi responden dalam memilih 
suatu bank adalah jaringan kantor dan 
ATM yang luas, kecepatan dan efisiensi 
pelayanan, keramah-tamahan karyawan 
bank serta reputasi dan image bank itu 
sendiri. Jaringan kantor dan ATM yang 
Iwan Setiawan, Dedah Jubaedah, Vinna Sri Yuniarti 
 
Volume I/ Nomor 02/ Juli 2019                                             Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah    173 
 
luas menduduki peringkat tertinggi. Se-
dangkan bila dilihat dari aspek demo-
grafi, responden lebih memilih perkan-
toran dan pemukiman sebagai lokasi ideal 
bank syariah. Hal ini dimung-kinkan 
karena mayoritas responden memiliki 
jenis pekerjaan sebagai pegawai swasta 
dan wiraswasta. 
Empat kelompok faktor yang mem-
pengaruhi nasabah dalam memilih suatu 
bank dengan pendekatan sur-rogate vari-
able yakni: (1) Faktor 1: Tampilan Fisik, 
terbentuk karena responden menganggap 
bahwa tampilan internal dan eksternal 
bank yang menarik merupakan salah satu 
faktor penting dalam memilih bank. Hal 
ini tentunya berkaitan dengan kenyaman-
an bagi nasabah apabila sedang berada di 
bank; (2) Faktor 2: Jaringan ATM, terben-
tuk karena kebutuhan jaringan kantor dan 
ATM yang luas serta reputasi dan image 
baik suatu bank. Jaringan kantor dan 
ATM yang luas dapat memudahkan 
responden dalam mendapatkan ak-ses 
bank. Begitu pula dengan repu-tasi dan 
image bank juga menetukan apakah bank 
yang dipilih merupa-kan bank yang besar 
serta aman; (3) Faktor 3 : Keragaman 
Produk, terbentuk dari waktu operasi per-
bankan dan keragaman produk yang 
ditawarkan. Waktu operasi perbank-an 
merupakan salah satu faktor yang 
dipertimbangkan oleh responden meng-
ingat responden sebagian besar adalah 
pegawai swasta yang terikat dengan 
waktu bekerja. Sedangkan, keragaman 
produk juga mempeng-aruhi responden 
dalam memilih suatu bank; dan (4) Faktor 
4: Tingkat Bagi Hasil, terbentuk dari ting-
kat bunga atau margin/bagi hasil pem-
biayaan uang rendah dan pembayaran 
bunga atau bagi hasilsimpanan yang 
tinggi. Responden menginginkan tingkat 
bunga/bagi hasil yang rendah apabila 
mereka akan mengambil fasilitas pem-
biayaan mengingat besarnya bunga 
pembiayaan bank konven-sional yang ada 
saat ini.  
 
Aspek Interaksi-Harmonisasi Sosial 
Budaya Ekonomi 
Upaya yang dilakukan bank syariah 
di Jawa Barat dalam rangka pengem-
bangan bank syariah selalu memper-
hatikan nilai-nilai sosial, budaya dan 
ekonomi dengan mengikuti alur yang ada 
dan berbaur dengan masyarakat. 
Nilai-nilai sosial, budaya dan eko-
nomi yang diharmonisasikan dengan 
nilai-nilai yang dianut bank syariah 
adalahberzakat, penanggulangan benca-
na. Hal ini dikelola sendiri melalui baitul 
mal. Bank syariah menjalin kerjasama 
dengan institusi sosial seperti orgnaisasi 
keagamaan; Persis, NU, PUI, MA, Mu-
hammadiyah, dll. Kerjasama di anatara-
nya pada kegiatan sosial dan banyak 




Sebagian besar karakter produk dan 
layanan bank syariah mengandalkan in-
teraksi dengan sektor riil, yang meru-
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pakan lahan kehidupan yang didominasi 
masyarakat ekonomi bawah Indonesia 
yang awam tentang definisi dan praktik 
ekonomi dan keuangan syariah. Semen-
tara itu, sulit dipungkiri bahwa informasi 
tentang produk dan layanan lembaga 
keuangan syariah masih terbatas dan 
hanya diakses oleh kelompok-kelompok 
masyarakat menengah ke atas yang me-
miliki kemampuan rekrutmen informasi 
yang di atas rata-rata penduduk Indone-
sia secara umum. Kelompok-kelompok 
semacam ini umumnya memiliki tingkat 
pendidikan yang memungkinkannya 
menggunakan metode akses informasi 
yang umumnya hanya tersedia di wilayah 
urban.  
Dengan demikian, meskipun secara 
ideal praktik keuangan syariah sangat 
cocok bagi pelaku ekonomi marjinal, 
upaya bank-bank syariah nasional dalam 
membidik segmen pasar ini tidak terlihat 
”serius”, setidaknya bila pemilihan ma-
teri, dan media promosi dijadikan indi-
kator. Padahal, meskipun sebenarnya 
rincian sistem yang melekat pada produk-
produk perbankan syariah tidak terlalu 
rumit, sistem tersebut merupakan ”gagas-
an baru” bagi pasar pengguna produk 
dan layanan perbankan, sehingga publik 
atau pasar potensial membutuhkan ke-
sempatan untuk mengenal dan informasi 
yang memadai tentang produk dan 
layanan bank-bank syariah.  
Selain mempertajam pemilihan materi 
dan media promosi dan sosialisasi, usaha 
yang harus  diinisiasi untuk mengakse-
lerasi akses informasi bagi pasar adalah 
bahwa pelaku industri perbankan syariah 
dan Bank Indonesia juga perlu meng-
implementasikan strategi yang menge-
depankan kaum intelektual dan kelom-
pok-kelompok profesional untuk meng-
katalisasi proses sosialisasi ini, khususnya 
kepada para pelaku ekonomi marjinal.  
Pada tataran ini, peran kampus dan 
civitas akademika-nya dapat dipandang 
sebagai katalisator yang paling penting. 
Sejak dulu, kampus telah memainkan 
peran sebagai translator konsep-konsep 
yang kompleks (seperti kebijakan 
pemerintah, fenomena ekonomi yang 
rumit, fenomena politik, dan sebagainya) 
kepada publik, khususnya masyarakat 
bawah. Hal ini dimungkinkan karena 
masyarakat kampus, baik secara individu 
maupun institusi, memiliki akses yang 
memadai kepada kelompok ”atas” dan 
”bawah” pada masyarakat. Karakter 
keilmuan dan objektivitas yang melekat 
pada kampus adalah fondasi tempat 
kepercayaan masyarakat berpijak. 
 
PEMBAHASAN 
Sumber Daya Insani (SDI) 
Rekrutmen adalah proses mengum-
pulkan sejumlah pelamar yang berkua-
lifikasi, yang bagus untuk pekerjaan di 
dalam suatu organisasi5. Prinsip the right 
man on the right place harus merupakan 
suatu pegangan bagi manager personalia 
dalam menempatkan tenaga kerja di 
                                                          
5 Mathis L Robert dan Jackson H John. Mana-
jemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta :2001).hal. 26. 
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dalam perusahaan. Kegiatan yang terma-
suk dalam ruang lingkup rekrutmen 
adalah keseluruhan kegiatan dari penyu-
sunan penarikan tenaga kerja, seleksi dan 
penempatan yang intinya memperoleh 
karyawan yang berkualitas. 
Fungsi rekrutmen dalam perusahaan 
adalah merekrut staff atau karyawan agar 
perusahaan dapat menjalankan usahanya 
secara berkesinambungan. Kegagalan 
dalam melakukan perekrutan akan mem-
pengaruhi kualitas kerja karyawan yang 
selanjutnya menjadi penghambat bagi 
proses pencapaian tujuan perusahaan. 
Proses perekrutan harus benar-benar 
dilakukan karena menyangkut proses 
jangka panjang dari tenaga kerja. 
Imbalan sangat penting bagi organi-
sasi atau perusahaan yang mencerminkan 
upaya organisasi atau perusahaan untuk 
mempertahankan sumber daya manusia 
sebagai komponen utama dan merupakan 
komponen biaya yang paling penting. Di 
samping pertimbangan tersebut, imbalan 
juga merupakan salah satu aspek yang 
berarti bagi karyawan, karena bagi kar-
yawan besarnya imbalan dalam bentuk 
kompensasi mencerminkan ukuran nilai 
karya di antara para karyawan itu sendiri, 
keluarga dan masyarakat. Bila imbalan 
diberikan secara benar karyawan akan 
termotivasi dan lebih terpusatkan untuk 
mencapai sasaran-sasaran organisasi atau 
perusahaan. 
Menurut Sulistiani dan Rosidah6 im-
balan adalah seluruh paket keuntungan 
yang disediakan organisasi kepada para 
anggotanya dan mekanisme-mekanisme 
serta prosedur-prosedur di mana keun-
tungan-keuntungan ini dapat didistribusi-
kan. Imbalan terdiri dari upah, gaji, pen-
siunan, rekreasi (liburan), promosi jabatan 
yang lebih tinggi, dan termasuk berbagai 
pemberian imbalan lainnya seperti ja-
minan kesehatan kerja, pemindahan kerja 
secara liberal pada posisi yang lebih 
menantang atau pada posisi yang lebih 
mengarah pada pertumbuhan dan per-
kembangan serta berbagai macam bentuk 
pengakuan pelayanan yang diperlukan. 
Imbalan yang layak dan wajar akan 
mendorong peningkatan kualitas kerja 
dalam melaksanakan tugas dan kewa-
jiban. Adanya kualitas kerja karyawan 
yang tinggi secara otomatis mempe-
ngaruhi tingkat pencapaian tujuan per-
usahaan tersebut. Perusahaan yang mem-
punyai karyawan dengan kualitas kerja 
dan berdaya guna tinggi akan mendorong 
aktivitas operasional perusahaan sehing-
ga dapat mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan perusahaan. 
BPRS di Jawa Barat melakukan selu-
ruh tahap rekrutmen karyawan mulai da-
ri tahap seleksi berkas, wawancara awal, 
tahap psikotes, tahap tes kesehatan hing-
ga wawancara akhir. Setelah calon kar-
yawan lulus pada tahap tes wawancara 
akhir, calon karyawan menandatangani 
                                                          
6 Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2003), hal. 206. 
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kesepakatan kerja dengan bank syariah 
dan setelah itu menjalani masa Kontrak 
percobaan kerja selama 1 tahun, selesai 
masa kontrak pekerjaan karyawan akan 
dapat mengikuti ujian karyawan tetap.  
Nawawi7  menyatakan bahwa rekrut-
men adalah proses mendapatkan sejum-
lah calon tenaga kerja yang qualified untuk 
menduduki suatu posisi jabatan tertentu 
di lingkungan suatu organisasi/perusa-
haan. Berdasarkan pengertian tersebut, 
berarti rekrutmen merupakan langkah 
pertama dalam menerima seseorang 
bekerja. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) 
kegiatan pokok yang terdiri dari: 
1. Seleksi adalah proses menetapkan dan 
memutuskan karyawan diterima atau 
tidak dalam suatu perusahaan untuk 
mengisi posisi jabatan/pekerjaan terten-
tu. Prosesnya dilakukan dengan cara 
menyeleksi berkas calon karyawan, 
dan lulus dalam setiap tes yang dila-
kukan oleh perusahaan mulai dari 
awal tes hingga akhir tes. 
2. Penempatan adalah penugasan seorang 
pekerja pada suatu jabatan atau unit 
kerja di lingkungan suatu organisa-
si/perusahaan. Dengan kata lain calon 
karyawan yang ditempatkan harus 
memiliki kompetensi yang diperlukan 
untuk dapat melaksanakan pekerjaan 
dalam suatu jabatan secara efektif dan 
efisien. 
3. Sosialisasi atau orientasi adalah proses 
memperkenalkan seorang pekerja baru 
                                                          
7 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya 
Manusia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
2002), hal. 167. 
pada organisasi atau unit tempatnya 
bekerja/bertugas. 
Menurut Rizky8, imbalan adalah se-
mua pengeluaran yang dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk pekerja, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Menurut Matutina9, jenis imbalan terbagi 
atas gaji pokok, bonus, insentif dan tun-
jangan. Imbalan yang layak dan wajar 
akan mendorong peningkatan kualitas 
kerja karyawan dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya. Adanya kualitas 
kerja karyawan yang tinggi secara oto-
matis mempengaruhi tingkat pencapaian 
tujuan perusahaan tersebut. 
Kualitas kerja menurut Matutina10, 
mengacu pada kualitas sumber daya 
manusia yang terdiri dari: 
1. Pengetahuan (knowledge) yaitu ke-
mampuan yang dimiliki karyawan 
yang lebih berorientasi pada inte-
legensi dan daya pikir serta pengua-
saan ilmu yang luas yang dimiliki 
karyawan. 
2. Keterampilan (skill) yaitu kemampuan 
dan penguasaan teknis operasional di 
bidang tertentu yang dimiliki kar-
yawan. 
3. Abilities yaitu kemampuan yang ter-
bentuk dari sejumlah kompetensi yang 
dimiliki seorang karyawan yang men-
                                                          
8 Achmad S. Rizky, Manajemen Pengganjian dan 
Pengupahan Karyawan Perusahaan, Cetakan 
pertama. (Jakarta : Gramedia Utama, 2001), hal. 9. 
9 Maututina, Manajemen Sumber Daya Manusia, 
Cetakan kedua. (Jakarta: Gramedia Widia Sarana 
Indonesia, 2001), hal. 205. 
10 Maututina, Manajemen Sumber Daya Manu-
sia, Cetakan kedua. (Jakarta: Gramedia Widia Sarana 
Indonesia, 2001), hal. 210. 
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cakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasa-
ma dan tanggung jawab. 
Berdasarkan ketiga definisi diatas, 
dapat diketahui bahwa dengan sistem 
rekrutmen serta didukung oleh imbalan 
maka akan mempengaruhi kualitas kerja 
karyawan dalam suatu perusahaan.  
Beberapa aspek yang menjadi ruang 
kelemahan industri perbankan  syariah 
nasional11, yaitu permodalan, jaringan, 
sistem, produk dan jasa, tim kerja dan 
koordinasi, sosialisasi, dukungan peme-
rintah, kompetensi sumber daya insani, 
disamping regulasi perbankan syariah 
nasional.  
Di antara sejumlah masalah yang di-
sebutkan di atas, ada beberapa yang da-
pat dientaskan melalui peran dan kon-
tribusi lembaga pendidikan tinggi, yaitu 
masalah aturan-aturan perbankan syariah 
nasional, produk dan layanan, sosialisasi, 
dan kompetensi sumber daya insani. 
Masalah-masalah tersebut akan dibahas 
secara seksama pada sesi berikut ini.  
Fakta perkembangan perbankan sya-
riah nasional di atas kurang lebih mem-
perlihatkan karakter unik pembangunan 
industri perbankan syariah di Indonesia. 
Pada dasarnya, UU No. 21 Tahun 2008 
telah berupaya mengakomodasi kepen-
tingan pengembangan industri ini, namun 
celah-kelemahan perangkat hukum terse-
but nampak efektif mereduksi kekuatan 
pengembangan industri ini ke level yang 
seharusnya.   
                                                          
11 Sukarmadji. Beberapa Konsep Pemikiran Pe-
ngembangan Peran Perbankan Syari’ah. Seminar 
Nasional Ekonomi Syari’ah. Maret 2009. 
Ketika UU Perbankan Syariah Nasio-
nal disetujui pada tanggal 17 Juni 2008, 
para pemangku kepentingan berharap 
banyak bahwa UU tersebut bisa efektif 
mengeliminasi ambivalensi yang memba-
tasi gerak industri perbankan syariah 
nasional, agar minimal bisa mengejar 
target kuantitatif (yaitu, pencapaian pang-
sa 5% dari total asset perbankan nasional 
per Desember 2008), dan target kualitatif 
(inisiasi kemakmuran umat melalui kehi-
dupan komersial yang syariah). Hal ini 
mengingat bahwa UU tersebut akan ber-
peran dalam membuka akses aliran dana 
terutama dari Negara-negara muslim Ti-
mur Tengah melalui 2 pintu. Pertama, UU 
perbankan syariah dapat dianggap seba-
gai upaya penciptaan kepastian hukum 
yang mengatur segala aktivitas dalam in-
dustri tersebut. Dengan mempelajari UU 
ini, para investor tersebut dapat meng-
ukur resultan-resultan dari kegiatan in-
vestasi mereka. Kedua, UU ini menjadi 
kerangka dasar bagi penetapan standar-
standar perbankan syariah nasional dan 
kemungkinan teritegrasinya dengan stan-
dar perbankan syariah global. Bila standar 
nasional dapat terintegrasi dengan stan-
dar perbankan syariah global, maka akan 
lebih mudah bagi bank-bank syariah kita 
untuk berkompetisi dengan Singapura 
dan Malaysia, misalnya, dalam menarik 
investor-investor Timur Tengah, yang 
saat ini memiliki dana investasi sekitar 
USD 500 miliar (dari Total USD 600 miliar 
potensi dana syariah global) dengan 
pertumbuhan sekitar 23% per tahun.  
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Oleh karenanya, Bank Indonesia per-
lu segera menerjemahkan UU tersebut ke 
dalam peraturan-peraturan yang lebih 
teknis, termasuk bersama-sama para 
pemangku kepentingan lainnya mencip-
takan standar-standar perbankan syariah 
yang kompetitif. Selain itu, agar UU ini 
dapat efektif mempercepat laju partum-
buhan perbankan syariah nasional, para 
pemangku kepentingan dan otoritas ter-
kait perlu melakukan relaksasi terhadap 
sejumlah peraturan investasi asing sya-
riah, yang selama ini menjadi keunggulan 
Malaysia dan Singapura di mata investor 
Timur Tengah.  
Dalam proses translasi dan derivasi 
hukum di atas, pihak bank sentral, bank-
bank syariah, dan  para pelaku dalam 
industri ini perlu berhati-hati.  Ikhtiar un-
tuk mengakselerasi pertumbuhan jangan 
sampai mengorbankan prinsip- prinsip 
dan filosofi muammalah dalam perbank-
an syariah. Kekhawatiran ini tidak ber-
lebihan, mengingat sampai saat ini masih 
banyak praktik bank syariah yang lebih 
merupakan replikasi praktik bank kon-
vensional yang  dibungkus dalam termi-
nologi-terminologi syariah12, karena ru-
ang-ruang regulasi yang ada masih 
ambivalen. 
Dalam situasi ini, sebagai lembaga 
yang ilmiah dan independen, perguruan 
tinggi dapat berperan efektif untuk men-
jaga agar translasi dan derivasi hukum di 
atas dapat tetap berada dalam koridor 
syariah murni, namun tetap merespon 
                                                          
12 LMFE UNPAD, 2007 
dinamika perubahan yang dihadapi oleh 
perbankan syariah nasional. Melalui 
kegiatan penelitiannya, lembaga-lembaga 
pendidikan tinggi dapat menyumbang-
kan gagasan-gagasan mengenai derivasi 
dan penyesuaian peraturan-peraturan 
teknis yang dapat menstimulasi kualitas 
kompetitif pada bank-bank syariah nasio-
nal. Selain itu, kolaborasi penelitian anta-
ra lembaga pendidikan tinggi dan in-
dustri perbankan syariah dapat mem-
berikan penjelasan tentang fleksibilitas 
regulasi yang diperlukan untuk memba-
ngun daya saing investasi syariah nasio-
nal. Dengan demikian, lembaga pendi-
dikan tinggi akan berperan dalam meng-
akselerasi pertumbuhan industri perbank-
an syariah nasional melalui pengem-
bangan regulasi. 
Kemudian dalam perkembangan se-
lanjutnya, terutama selama  tahun 2010, 
kinerja perbankan  syariah  relatif  baik  
ditandai  dengan  pertumbuhan  yang 
tinggi  pada  sejumlah indikator utama 
perbankan syariah. Total aset perbankan 
syariah  (BUS dan UUS)  tumbuh 47,56% 
menjadi Rp. 97 triliun terutama  bila  di-
bandingkan  dengan  perbankan  nasional 
yang asetnya  hanya  tumbuh  18,7%  
(yoy).  Peningkatan  tersebut  antara  lain  
didorong  oleh berdirinya sejumlah Bank 
Umum Syariah (BUS) baru dan jaringan 
kantor perbankan syariah. Selain itu, DPK 
meningkat  sebesar 45,46% menjadi Rp.76  
triliun. Penyumbang kenaikan DPK terbe-
sar masih berasal dari nasabah korporasi.  
Salah  satu  faktor  utama  yang  mendo-
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rong  kenaikan  DPK  adalah  imbal  hasil 
perbankan  syariah  yang  relatif  lebih 
menguntungkan dibandingkan  imbal ha-
sil perbankan konvensional.  Selain  itu,  
kegiatan edukasi masyarakat yang terus 
dilakukan dalam rangka memperkenal-
kan  produk  dan  keunggulan  sistem  
perbankan  syariah  semakin  mampu -
menarik perhatian nasabah-nasabah baru.  
Di sisi lain, pembiayaan  yang  dibe-
rikan  tumbuh  sebesar  45,24%  menjadi  
Rp.68  triliun. Aktiva  produktif  perbank-
an  syariah  tumbuh  secara  positif  sela-
ma  tahun  2010. Sebagai lembaga penye-
dia pembiayaan bagi deficit spending, 
unit porsi  utama dana bank-bank syariah 
disalurkan dalam bentuk pembiayaan de-
ngan berbagai jenis akad.  Kemudian di-
ikuti dengan penempatan pada surat ber-
harga dan penempatan dana antar bank. 
Hal ini menunjukkan bahwa fungsi inter-
mediasi perbankan syariah tetap berjalan 
dengan baik dan fokus  kepada  pembia-
yaan  sektor  riil. Penyaluran  pembiaya-
an  oleh  perbankan  syariah selama  ta-
hun  2010  meningkat  cukup  tinggi  di-
banding  tahun  2009,  yaitu  mencapai 
44,91%. Meskipun  sempat mengalami se-
dikit perlambatan pada  triwulan  III,   
pembiayaan bank  syariah  tumbuh  cu-
kup  signifikan  pada  triwulan  IV.  
Dilihat  dari  jenis  akadnya,  penya-
luran  pembiayaan  perbankan  syariah  
masih didominasi  oleh  piutang  Muraba-
hah  yakni  sebesar  55,01%,  diikuti  oleh  
penyaluran pembiayaan Musyarakah  
dan Mudharabah masing-masing  sebesar  
21,45%  dan  12,66%. Dalam  jumlah  
yang  kecil,  penyaluran  pembiayaan  
syariah  dialokasikan  pada  pembiayaan 
berbasis akad qardh, ijarah dan istishna 
masing-masing sebesar 6,94%, 3,43%, dan 
0,51%. 
Sumber daya insani (SDI) dan kultur 
merupakan elemen fundamental yang 
menjadi pilar eksistensi industri perbank-
an syariah, serta membedakannya dari 
perbankan konvensional. Selama ini, 
performasi SDI dan kultur bank-bank 
syariah dalam menjalankan aktivitas 
komersial belum menunjukkan terinte-
grasinya nilai-nilai syariah yang diama-
natkan kepada bank-bank tersebut, 
sehingga differensiasi citranya tidak me-
nonjol. Akibatnya, dapat dimengerti jika 
mayoritas captive market relatif belum 
melihat jasa-jasa bank-bank syariah se-
bagai jasa perbankan alternatif untuk 
memenuhi kebutuhan ideologisnya, me-
lainkan hanya sebatas jasa komplementer. 
Indikasinya, para pengguna dan calon 
pengguna jasa perbankan syariah cen-
derung membandingkan bank syariah 
dan bank konvensional semata berdasar-
kan angka imbal hasil dan/atau angka 
biaya, padahal banyak komponen filosofis 
yang lebih penting pada perbankan 
syariah yang jika diimplementasikan akan 
membawa perbankan syariah ke level 
economy of scale yang bermuara pada 
penciptaan kemakmuran masyarakat.  
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Kondisi Sumber Daya Insani Perbankan Syariah Indonesia 
Sumber Daya Kondisi Keterangan 
Latar Belakang Pendidikan Staf 18% SMU 
21% D 3 
59% S 1 
2% S 2 
Dominasi lulusan sarjana 
pada bank-bank syariah di 
Indonesia 
Kelompok Keilmuan Staf 10% Ilmu Syariah 
90% Ilmu Konvensional 
Belum ada lulusan lembaga 
pendidikan ekonomi Islam 
Asal Karyawan 20% fresh graduate  PT 
70% Bank Konvensional 
5% Bank Syariah lain 
5% sumber lain 
Kecenderungan pengaruh 
framework konvensional 
dalam perkembangan bank- 
bank syariah 
Sumber: Hasil Riset FE UI, 2003 
(dalam Febrian, 2010) 
Selanjutnya, menurut Febrian13, dica-
tat pula bahwa unit-unit pelayanan sya-
riah terdepan miskin penguasaan filosofi 
produk dan kering akan kultur syariah, 
sehingga memberi kesan seakan SDI bank 
syariah hanyalah SDM bank konvensional 
yang berganti asesori. Nilai-nilai SDI yang 
amanah, fathonah, shiddiq, tabligh, istiqo-
mah yang terintegrasi dalam konsep Good 
Corporate Governance belum dapat diklaim 
sebagai identitas utama mayoritas bank 
syariah nasional. Bila informasi pada tabel 
3 diamati secara seksama, situasi yang 
digambarkan tentang SDI bank syariah di 
atas dapat dipahami, meski tidak dapat 
diterima. Dari sisi keilmuan, latar bela-
kang pendidikan para karyawan bank-
bank syariah lebih didominasi oleh pe-
milik ilmu konvensional (90%), dan seba-
gian direkrut dengan latar belakang 
                                                          
13 Febrian Cahyadi, Pengaruh Kualitas Pelayan-
an Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Restoran 
Pizza Hut Cabang Sun Plaza. Skripsi. (Fakultas 
Ekonomi Universitas Sumetra Utara 2010). 
pengalaman bekerja di bank-bank 
konvensional (70%).  
Berkenaan dengan hal ini, peran 
perguruan tinggi dalam mensuplai SDI 
dan masukan berbasis keilmuan untuk 
pengembangan perbankan syariah adalah 
keniscayaan. Dengan bertambahnya jum-
lah Bank Umum Syariah pada tahun 2009 
menjadi 9 bank maka kebutuhan akan SDI 
yang kompeten pun meningkat. Fadjri-
jah14 sebagaimana dikutif oleh Febrian15  
memperkirakan kebutuhan SDI terkait 
dengan pertumbuhan perbankan syariah 
ini mencapai 25.000 orang. Zadjuli16 bah-
kan memprediksi bahwa kebutuhan SDI 
berkualifikasi D3 hingga S3 dalam kurun 
waktu 5 tahun ke depan mencapai 38.940 
                                                          
14 Siti Fadjrijah. 2009. Diakses dari 
www.kompas.com 
15 Febrian Cahyadi, Pengaruh Kualitas Pela-
yanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Restoran 
Pizza Hut Cabang Sun Plaza. Skripsi. (Fakultas 
Ekonomi Universitas Sumetra Utara 2010). 
16 Zadjuli. Sistem Pendidikan dan Ekonomi Islam 
Sebagai Solusi Meniadakan Kemiskinan dan Ketidak-
adilan dalam rangka Membangun Masyarakat Ma-
dani secara Kaffah. Seminar Nasional Ekonomi 
Syari’ah. UNPAD. 2009. 
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orang. Hanya saja, saat ini jumlah pergu-
ruan tinggi yang secara spesifik ber-
integrasi dengan industri perbankan sya-
riah masih sangat minim, sehingga 
hubungan mutual benefit antara sektor 
pendidikan tinggi dan perbankan syariah 
belum signifikan. Dari 2.472 Perguruan 
Tinggi (81 PTN dan 2.391 PTS), kurang 
dari 1% yang telah membangun komit-
men untuk menghasilkan lulusan-lulusan 
yang akan mengisi industri perbankan 
syariah. Sementara itu, beberapa univer-
sitas di luar negeri, khususnya di Inggris, 
Malaysia, dan Pakistan telah secara khu-
sus dan sistematis menciptakan lulusan-
lulusan yang kompeten dalam memba-
ngun industri keuangan syariah nasional 
meski dalam jumlah yang sangat terbatas. 
Untuk itu, para pemangku kepentingan 
harus menginisiasi program yang me-
mungkinkan perguruan tinggi di Indo-
nesia secara konsisten membantu pening-
katan jumlah dan kualitas SDI yang se-
suai amanah serta pengembangan kultur 
perbankan syariah nasional yang kon-
dusif. Berkaitan dengan upaya pengem-
bangan SDI perbankan syariah ini, Bank 
Indonesia telah menyusun Human Capital 
Strategic Plan (HCSP) Perbankan Syariah 
Indonesia dengan kerangka waktu 2011 – 
2015. Secara khusus HCPS Perbankan 
Syariah Nasional diharapkan dapat 
diposisikan sebagai17: 
1)   Masukan dan acuan dalam perencana-
an kebijakan dan strategis dibidang 
human capital bagi pelaku industri 
                                                          
17 Outlook Perbankan Syariah Indonesia, 2011. 
perbankan syariah, lembaga pendi-
dikan dan pelatihan terkait perbankan 
syariah serta stakeholders lainnya agar 
dapat secara bersama-sama mendo-
rong terwujudnya tujuan pengem-
bangan human capital perbankan sya-
riah Indonesia. 
2)   Pedoman bagi Bank Indonesia melak-
sanakan fungsinya dalam menetapkan 
peraturan bagi industri perbankan 
syariah khususnya yang terkait de-
ngan pengaturan dan pengembangan 
human capital industri perbankan sya-
riah, melaksanakan fungsi koordinasi   
dengan pihak terkait, melakukan fu-
ngsi fasilitasi dalam pengembangan 
institusi terkait (institutional building, 
dan pengembangan kapasitas   human 
capital (capacity building) terkait dengan 
perbankan syariah, maupun lembaga 
yang memiliki peran penting dalam 
pengembangan perbankan syariah 
nasional. 
3)   Masukan dan acuan bagi para pihak 
terkait dan stakeholders perbankan sya-
riah secara umum agar secara bersa-
ma-sama dapat melakukan sinergi dan 
upaya pengembangan human capital 
secara terencana dan berkesinambung-
an guna mencapai sasaran dan tujuan 
pengembangan perbankan syariah 
khususnya dari aspek human capital. 
 
Penyusunan Human Capital Strategic 
Plan Perbankan Syariah Nasional 2011 – 
2015, diawali dengan penggalian infor-
masi terhadap  isu-isu strategis pada in-
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dustri perbankan syariah, yang meliputi 
perkembangan bisnis, yaitu gambaran 
tentang perkembangan industri perbank-
an syariah nasional. Perkembangan bisnis 
merupakan isu yang harus diperhatikan 
karena diperlukan human capital yang 
mampu meningkatkan daya saing nasio-
nal maupun internasional.  
Selanjutnya adalah  melakukan pen-
dalaman aspek-aspek Human Capital Ma-
nagement yang meliputi (i) Model Kom-
petensi, (ii) Human Capital Acquisition, (iii) 
Human Capital Development, (iv) Human 
Capital Retention, dan (v) Human Capital 
Engagement. Dengan metode SWOT ana-
lysis, isu-isu strategis yang terkait dengan 
human capital, kemudian dikaji kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan hambatannya. 
Langkah berikutnya adalah mengem-
bangkan inti Human Capital Strategic Plan 
Perbankan Syariah Nasional 2011 – 2015, 
yang meliputi penjabaran tentang (i) visi, 
misi, dan sasaran Human Capital Ma-
nagement (HCM) perbankan syariah, (ii) 
menyusun inisiatif strategi Human Capital 
Management dan Program Human Capital 
Management Strategy. 
Aspek sumber daya insani perbankan 
syariah di Jawa Barat memiliki kriteri 
sebagai berikut : 
1. Pendidikan minimal Diploma Tiga 
(D3) 
2. Diharapkan yang sudah memahami 
tentang bank syariah serta gelar yang 
kompetensinya perbankan syariah 
3. Penerimaan karyawan masih dilaku-
kan dengan cara reguler, misalnya; ada 
psikotes tentang kesyariaahan 
4. Untuk meningkatkan kualitas karya-




Startegi untuk meningkatkan layanan 
kepada nasabah, perbankan syariah di 
Jawa Barat memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
1. Ada standarisasi pelayanan 
2. Pelayanan yang diberikan dan dite-
rapkan perbankan syariah melalui 
training terhadap karyawan untuk 
lebih meningkatkan kualitas SDI, 
service exellen 
3. Standarisasi pelayanan disesuaikan 
dengan cetak biru Bank Syariah yang 
diformulasikan oleh Bank Indonesia 
4. Diharapkan nasabah bank syariah 




Beberapa aspek inovasi produk 
perbankan syariah di Jawa Barat, sebagai 
berikut: 
1. Tujuan sebuah produk dibuat adalah 
petimbangan untuk memuaskan nasa-
bah serta lebih bervariasi juga persa-
ingan dengan bank lain, baik bank 
syariah maupun bank konvensional 
2. Dalam operasionalnya, bank syariah 
menggunakan beberapa skema yang 
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bersesuaian dengan syariah sebagai-
mana dijelaskan sebagai berikut:  
a. Pendanaan/Penghimpunan dana: 
Wadiah dan mudharabah.  
1) Wadiah (titipan).  Dengan skema 
wadiah, nasabah menitipkan da-
nanya kepada bank syariah. Na-
sabah memperkenankan dananya 
dimanfaatkan oleh bank syariah 
untuk beragam keperluan (yang 
sesuai syariah). Namun bila nasa-
bah hendak menarik dana, bank 
syariah berkewajiban untuk me-
nyediakan dana tersebut. Umum-
nya skema wadiah digunakan da-
lam produk giro dan sebagian 
jenis tabungan. 
2) Mudharabah (investasi). Dengan 
skema mudharabah, nasabah 
menginvestasikan dananya kepa-
da bank syariah untuk dikelola. 
Dalam skema ini, BSM berfungsi 
sebagai manajer investasi bagi 
nasabah dana. Nasabah memper-
cayakan pengelolaan dana terse-
but untuk keperluan bisnis yang 
menguntungkan (dan sesuai sya-
riah). Hasil keuntungan dari bis-
nis tersebut akan dibagi hasilkan 
antara nasabah dana dengan Bank 
Syariah. 
b. Pembiayaan/Penyaluran dana: Mu-
rabahah, ijarah, istishna, mudharabah, 
musyarakah dsb.  
1) Murabahah 
Merupakan akad jual beli antara 
nasabah dengan bank syariah. 
Bank syariah akan membeli ba-
rang kebutuhan nasabah untuk 
kemudian menjual barang terse-
but kepada nasabah dengan mar-
jin yang telah disepakati. Harga 
jual (pokok pembiayaan + marjin) 
tersebut akan dicicil setiap bulan 
selama jangka waktu yang dise-
pakati antara nasabah dengan 
bank syariah. Karena harga jual 
sudah disepakati di muka, maka 
angsuran nasabah bersifat tetap 
selama jangka waktu pembia-
yaan. 
2) Ijarah 
Merupakan akad sewa antara na-
sabah dengan bank syariah. Bank 
syariah membiayai kebutuhan ja-
sa atau manfaat suatu barang un-
tuk kemudian disewakan kepada 
nasabah. Umumnya, nasabah 
membayar sewa ke bank syariah 
setiap bulan dengan besaran yang 
telah disepakati di muka. 
3) Istishna 
Merupakan akad jual beli antara 
nasabah dengan bank syariah, na-
mun barang yang hendak dibeli 
sedang dalam proses pembuatan. 
Bank syariah membiayai pem-
buatan barang tersebut dan men-
dapatkan pembayaran dari nasa-
bah sebesar pembiayaan barang 
ditambah dengan marjin keun-
tungan. Pembayaran angsuran 
pokok dan marjin kepada bank 
syariah tidak sekaligus pada akhir 
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periode, melainkan dicicil sesuai 
dengan kesepakatan. Umumnya 
bank syariah memanfaatkan ske-
ma ini untuk pembiayaan 
konstruksi. 
4) Mudharabah 
Merupakan akad berbasis bagi 
hasil, dimana bank syariah me-
nanggung sepenuhnya kebutuhan 
modal usaha/investasi. 
5) Musyarakah 
Merupakan akad berbasis bagi 
hasil, dimana bank syariah tidak 
menanggung sepenuhnya kebu-
tuhan modal usaha/investasi (bia-
sanya sekitar 70 s.d. 80%). 
c. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.  
1) Wakalah 
Wakalah berarti perwalian/per-
wakilan. Artinya bank syariah  
bekerja untuk mewakili nasabah 
dalam melakukan suatu hal. Bank 
syariah mengaplikasikan skema 
ini pada beragam layanannya se-
misal transfer uang, L/C, SKBDN 
dsb. 
2) Rahn 
Rahn bermakna gadai. Artinya 
bank syariah meminjamkan uang 
(qardh) kepada nasabah dengan 
jaminan yang dititipkan nasabah 
ke bank syariah. Bank syariah 
memungut biaya penitipan jamin-
an tersebut untuk menutup biaya 
dan keuntungan bank syariah.  
3) Kafalah 
Dengan skema kafalah, bank sya-
riah menjamin nasabahnya. Bila 
terjadi sesuatu dengan nasabah, 
bank syariah akan bertanggung 
jawab kepada pihak ke-3 sesuai 
kesepakatan awal. 
d. Lainnya:  Beberapa produk yang 
banyak diakses nasabah adalah 
produk tabungan dan pembiaya-
an.  Produk unggulan di antara-
nya syar’i goal seperti kartu visa 
untuk ke luar negeri 
 
d. Networking 
Beberapa aspek networking yang 
dilakukan perbankan syariah di Jawa 
Barat, sebagai berikut: 1) Bank syariah 
dalam melakukan networking dengan ca-
ra mengadak silaturrahim dengan stake-
holders bank syariah; 2) Kriteria untuk 
membangun networking perbankan sya-
riah, dilakukan dengan berbagai aspek 
baik intern maupun ekstern; (3) Net-
working yang sudah terbangun di anta-
ranya dengan ASBISINDO, BMPD, 
PEMERINTAH DAERAH IAEI; 4) Untuk 
menjaga hubungan baik dengan jaringan, 
selalu merangkul dan mengadakan kum-
pulan atau pertemuan dengan seluruh 
stakeholders. 
e. Regulasi 
Salah satu regulasi yang sedikit 
menghambat perkembangan industri sya-
riah di Indonesia adalah persoalan keten-
tuan pajak. Kendati demikian, di balik 
perkembangan pesat industri syariah di 
Indonesia, minat masyarakat untuk me-
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milih industri syariah menggunakan jasa 
keuangan baik itu peminjaman maupun 
penyimpanan masih kurang. Hal ini 
disebabkan kurangnya sosialisasi baik 
melalui iklan, kampanye, bedah buku 
maupun seminar. 
Persoalan sosialisasi bukanlah perka-
ra gampang. Pasalnya, untuk melakukan 
sosialisasi melalui macam-macam media 
akan membutuhkan biaya yang cukup 
besar. Sementara, industri keuangan be-
lum memiliki kemampuan besar untuk 
melakukan sosialisasi terhadap industri 
syariah ini.  
Bila dibandingkan industri syariah di 
Indonesia dan negara tetangga, Malaysia. 
Di Malaysia, spending untuk memperbesar 
industri syariah cukup banyak. Salah 
satunya, pemerintah setempat mengalo-
kasikan dana sebesar Rp5 triliun untuk 
industri syariah dengan cara mendirikan 
lembaga riset dan lembaga pendidikan 
terkait dengan ekonomi syariah. 
Sehingga, Malaysia dapat melakukan 
penelitian-penelitian yang kemudian akan 
diseminarkan. Artinya, campur tangan 
pemerintah merupakan hal penting da-
lam perkembangan industri syariah di 
Indonesia. “Harus ada campur tangan 
pemerintah,” katanya. 
Hal-hal kegiatan-kegiatan terkait de-
ngan industri syariah harus sering 
dilakukan di Indonesia. Pasalnya, dengan 
kegiatan ini diharapkan pengetahuan dan 
pemahaman para pelaku pasar dan 
masyarakat pada umumnya mengenai 
pasar modal syariah akan meningkat, 
yang pada gilirannya nanti dapat 
mengakselarasikan perkembangan pasar 
modal syariah di Indonesia. 
Tidak hanya itu saja. Kegiatan-ke-
giatan mengenai industri syariah di 
Indonesia juga akan memberikan manfaat 
yang nyata bagi Bapepam-LK, melalui 
masukan-masukan maupun rekomendasi 
yang diperoleh dari konferensi atau 
diskusi syariah untuk pengembangan 
syariah di Indonesia ke depan. 
 
f. Edukasi Publik 
Mengingat edukasi kepada masya-
rakat sudah mendesak untuk dilakukan 
dan lembaga keuangan yang paling 
banyak dimanfaatkan masyarakat adalah 
lembaga perbankan, maka saat ini 
program edukasi kepada masyarakat 
akan difokuskan pada sektor perbankan. 
Namun demikian, di masa yang akan 
datang diharapkan program edukasi ini 
tidak hanya menyangkut hal-hal yang 
terkait dengan perbankan saja, melainkan 
juga perlu diperluas hingga mencakup 
sektor keuangan secara umum. 
Edukasi yang dilakukan pada intinya 
merupakan pemberian informasi dan 
pemahaman kepada masyarakat menge-
nai fungsi dan kegiatan usaha bank, serta 
produk dan jasa yang ditawarkan bank. 
Edukasi dalam hal ini diharapkan dapat 
memfasilitasi pemberian informasi yang 
cukup kepada masyarakat sebelum mere-
ka melakukan interaksi dengan bank 
guna menghindari terjadinya kesenjangan 
informasi pada pemanfaatan produk dan 
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jasa perbankan yang dapat menyebabkan 
timbulnya permasalahan antara bank 
dengan nasabah di kemudian hari. 
Mengingat edukasi kepada masyara-
kat di bidang perbankan sangat diper-
lukan untuk mendukung kesetaraan hak 
dan kewajiban nasabah sebagai konsu-
men pengguna produk dan jasa perbank-
an dengan bank sebagai pelaku usaha 
yang menyediakan produk dan jasa ke-
pada nasabah, maka pelaksanaannya ha-
rus dilakukan dengan perencanaan yang 
matang serta melibatkan stakeholders 
yang terkait dalam industri perbankan. 
Agar perencanaan edukasi ini dapat 
diketahui serta dijadikan pedoman bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
edukasi di bidang perbankan, maka Bank 
Indonesia bersama-sama dengan bank-
bank dan asosiasi-asosiasi perbankan 
yang tergabung dalam Kelompok Kerja 
Edukasi Masyarakat di Bidang Keuangan 
telah menyusun Cetak Biru Edukasi 
Masyarakat di Bidang Perbankan yang 
memuat visi dan tujuan yang ingin 
dicapai dalam pelaksanaan edukasi, pola 
dan strategi edukasi yang akan dilakukan 
dalam jangka pendek dan jangka panjang, 
serta memaparkan program kerja untuk 
setiap jangka waktu yang disusun.  
Pada akhirnya, edukasi masyarakat di 
bidang perbankan diharapkan dapat men-
jadi jembatan untuk membangun dan 
mewujudkan masyarakat yang mengerti 
dan paham terhadap berbagai kegiatan 
dan produk serta jasa perbankan sehingga 
setiap pilihan yang dibuat oleh masya-
rakat dalam memanfaatkan produk dan 
jasa bank sudah melalui pertimbangan 
yang matang berdasarkan informasi yang 
jelas dan memadai.  
Beberapa aspek edukasi publik yang 
dilakukan oleh bank syariah di Jawa 
Barat, antara lain; melaukan seminar-se-
minar perbankan syariah, pelatihan-
pelatihan baik kepada sekolah menengah 
atas atau ke kampus-kampus. 
g. Sharia Compliance 
Upaya bank syariah di Jawa Barat 
untuk menjaga konsistensinya adalah 
dengan selalu menerima dan membiayai 
sektor yang sesuai dengan syariat Islam 
dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas 
Syariah. Adapun  upaya bank syariah da-
lam menyelesaikan perkara –perkara 
yang membutuhkan adanya kepastian 
syariah adalah dengan adanya aturan 
yang dibuat oleh yang berwenang setiap 
bank syariah itu sendiri. 
h. Sinergitas 
Pada prinsipnya BPRS lebih baik 
dari segi pembiayaan. Hal ini diasum-
sikan BPRS lebih cepat mengambil kepu-
tusan bila dibandingkan dengan unit 
usaha. Sangat baik bagi bank syariah, 
terutama untuk bersinergi dengan perusa-
haan induk untuk mempercepat penya-
luran pembiayaan tersebut. 
Layanan office channeling merupakan 
salah satu bentuk sinergitas tersebut. 
Dengan adanya layanan syariah di bank 
konvensional, bank syariah dapat me-
ningkatkan dana pihak ketiga. Dana ini 
dapat digulirkan untuk pembiayaan. 
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Upaya yang dilakukan  bank syariah da-
lam membangun sinergitas sesama bank 
syariah adalah melakukan perkumpulan 
sesama bank syariah di ASBISINDO serta 
perkumpulan bank non syariah di BPMD.  
Upaya lain dalam membangun siner-
gitas dengan stakeholders bank syariah  
adalah penelitian bersama ataupun studi 
banding ke dalam ataupun luar negeri. 
Sinergitas dia antaranya dilakukan de-
ngan pertukaran informasi yang 
dibutuhkan. 
 
i. Pro-Sektor Riel 
Secara ideal, bank syariah sebagai 
lembaga keuangan semestinya berpihak 
pada sektor riil, terutama melalui  pem-
biayaan musyarakah dan mudharabah. 
Terlebih skema pembiayaan ini memiliki 
korelasi positif dengan pertumbuhan 
industri kreatif. Mudharabah merupakan 
jenis pembiayaan dan bank syariah yang 
meminjami  modal  kepada pihak lain 
(mudharib), semisal pelaku industri krea-
tif agar bisa berkembang,  dan keuntung-
an dibagi oleh dua pihak sesuai perjan-
jian, adapun kerugian ditanggung oleh 
pemilik modal. 
Perbankan syariah di Jawa Barat terus 
mengupayakan kepedulian terhadap sek-
tor riil serta merangkulnya. Adapun lang-
kahnya adalah dengan membiayai usaha 
yang sedang berjalan dan mendam-
pinginya. 
j. Segmentasi Pasar 
Upaya yang dilakukan bank sya-
riah di Jawa Barat dalam mengelola dan 
memelihara pangsa pasar yang loyalis 
syariah adalah melayani mereka dengan 
benar-benar baik. Untuk penetrasi pasar 
syariah yang floating market dilakukan 
dengan mendampingi mereka dengan 
baik. Adapun kaitannya dengan pangsa 
pasar yang konvensional market adalah 
dengan cara membuktikan bahwa bank 
syariah selalu menghasilkan profit serta 
jelas pembagian keuntungannya. 
k. Interaksi-Harmonisasi Sosial Bu-
daya Ekonomi 
Upaya yang dilakukan BPRS di Jawa 
Barat dalam rangka pengembangan bank 
syariah selalu memperhatikan nilai-nilai 
sosial, budaya dan ekonomi dengan 
mengikuti alur yang ada dan berbaur 
dengan masyarakat. 
Nilai-nilai sosial, budaya dan eko-
nomi yang diharmonisasikan dengan ni-
lai-nilai yang dianut bank syariah adalah 
berzakat, penanggulangan bencana. Hal 
ini dikelola sendiri melalui baitul mal.  
Bank syariah menjalin kerjasama de-
ngan institusi sosial seperti orgnaisasi 
keagamaan; Persis, NU, PUI, MA, Mu-
hammadiyah, dll. Kerjasama di antaranya 
pada kegiatan sosial dan banyak anggota 
ormas yang menabung di bank syariah. 
 
l. Komodifikasi-Media 
Dalam proses sosialisasi yang 
digagas ini, lembaga pendidikan tinggi 
bukan hanya dapat membantu kegiatan 
diseminasi informasi melalui kegiatan Tri 
Darma Perguruan Tinggai (pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat), 
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namun juga melalui distribusi lulusan-
lulusannya, yang telah dibekali kompe-
tensi yang mumpuni untuk menularkan 
pengetahuan sistem dan produk/layanan 
syariah ke tengah-tengah masyarakat. 
Upaya bank syariah dalam mengemas 
dan mempromosikan bank syariah dan 
produk-produknya adalah dengan mem-
buat halaman penuh tentang bank syariah 
di media cetak, serta merambah dan 




Strategi pengembangan Bank Pembia-
yaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat 
dapat dilakukan dengan memenuhi ber-
bagai factor. Aspek-aspek yang diterap-
kan BPRS dalam pengembangan bank 
syariah di Jawa Barat adalah; Aspek Sum-
ber Daya Insani (SDI), Aspek Pelayanan, 
Aspek Inovasi Produk, Aspek Net-
working, Aspek Regulasi, Aspek Edukasi 
Publik, Aspek Sharia Compliance, Aspek 
Sinergitas, Aspek Pro-Sektor Riel, Aspek 
Segmentasi Pasar, Aspek Interaksi-
Harmonisasi Sosial Budaya Ekonomi, dan 
Aspek Komodifikasi-Media. 
Strategi yang diterapkan BPRS dalam 
pengembangan bank syariah di Jawa 
Barat adalah : Pola strategi jangka pendek 
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal 
sebagai berikut: (1) Melaksanakan pro-
gram edukasi untuk meningkatkan awa-
reness terhadap kelembagaan, produk 
dan jasa perbankan, hak dan kewajiban 
nasabah, aspek kehati-hatian dalam me-
lakukan transaksi keuangan (risk awa-
reness), serta sarana dan mekanisme pe-
ngaduan atau penyelesaian permasalahan 
dengan perbankan; (2) Melaksanakan 
program edukasi untuk meningkatkan 
awareness terhadap kelembagaan serta 
produk dan jasa perbankan syariah dalam 
rangka meningkatkan pangsa pasar per-
bankan syariah; (3) Melaksanakan pro-
gram edukasi untuk meningkatkan awa-
reness terhadap kelembagaan BPRS dan 
meningkatkan citra BPRS di masyarakat; 
(4) Melaksanakan program edukasi kepa-
da masyarakat luas tentang tindak keja-
hatan   yang menggunakan produk dan 
jasa perbankan dalam upaya mencegah 
kemungkinan timbulnya kerugian pada 
masyarakat; dan (5) Melaksanakan pro-
gram edukasi untuk meningkatkan pema-
haman penggunaan instrumen sistem 
pembayaran non tunai secara aman. 
Program-program tersebut dilakukan 
dengan cara antara lain: 1) Menjalin ker-
jasama dengan media massa untuk me-
ningkatkan awareness masyarakat ter-
hadap kelembagaan, produk dan jasa per-
bankan; 2) Melakukan koordinasi dalam 
pelaksanaan program edukasi dengan 
lembaga/institusi terkait; 3) Melakukan 
program edukasi kepada target segment 
yang mempunyai pengaruh besar pada 
kelompok masyarakat tertentu agar da-
lam jangka panjang dapat menjadi change 
implementor, misalnya: kaum intelektual 
yang diwakili oleh guru; 4) Melakukan 
program edukasi yang lebih mengandal-
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kan pada peran dari kalangan internal 
perbankan. 
Pola Strategi Jangka Panjang, yang 
dilaksanakan merupakan bentuk konti-
nuitas dari pola strategi jangka pendek 
yang telah disempurnakan. Pola strategi 
jangka panjang tersebut mencakup 
upaya-upaya peningkatan kualitas pro-
gram edukasi yang telah dilakukan sebe-
lumnya dengan memperhatikan dan 
mengikuti dinamika serta kompleksitas 
produk dan jasa perbankan, yang meli-
puti namun tidak terbatas pada:  (1) 
Memperluas cakupan wilayah edukasi 
melalui kerjasama dengan media massa 
untuk meningkatkan awareness masya-
rakat terhadap kelembagaan, produk dan 
jasa perbankan; (2) Memperluas dan 
mengintensifkan program edukasi mela-
lui integrasi program edukasi dengan 
kurikulum sekolah maupun penyempur-
naan dan pengkinian materi mengenai 
uang dan bank yang sudah terdapat 
dalam kurikulum sekolah saat ini dengan 
cara memanfaatkan jalur pendidikan for-
mal mulai dari sekolah dasar (SD) sampai 
dengan sekolah lanjutan tingkat atas 
(SLTA); (3) Meningkatkan cakupan pro-
gram, sasaran dan wilayah edukasi me-
lalui kerjasama dengan pihak-pihak ter-
kait baik formal maupun non formal; (4) 
Meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap fungsi, peranan dan kelem-
bagaan bank umum dan BPR baik kon-
vensional maupun syariah dalam mendu-
kung perekonomian nasional; (5) Mening-
katkan pemahaman masyarakat mengenai 
kinerja bank, sehingga masyarakat dapat 
lebih bijaksana dalam menentukan pilih-
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